
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Alasan
Perjanjian Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia = International
Arbitration Award Annulment Based on Reason of Agreement Not
Using Indonesian Language
Gabriel, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920540273&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional berdasarkan alasan perjanjian

tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis

normatif. Bahwasanya, perjanjian yang melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia harus dibuat dalam

Bahasa Indonesia juga. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 UU 24/2009. Dalam penelitian ini, akan

dijelaskan lebih rinci terkait dengan keabsahan perjanjian asing yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia

di dalamnya dan juga pengaruh penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian terhadap pembatalan

putusan arbitrase internasional. Dengan tidak digunakannya Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang

mengikat para pihak, terdapat perdebatan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak. Perdebatan yang

dimaksud adalah apakah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 31

UU 24/2009 dan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer atau perjanjian tersebut tetap menjadi sah

dikarenakan Bahasa Indonesia tidak termasuk ke dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer, sehingga

menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Lalu, terdapat perjanjian arbitrase yang mengikuti perjanjian

pokoknya, menjadi sebuah pertanyaan apakah perjanjian arbitrase tersebut juga menjadi batal demi hukum

dan forum arbitrase yang telah disepakati tidak menjadi tempat penyelesaian sengketa. Seharusnya,

perjanjian arbitrase tersebut tidak menjadi batal demi hukum karena perjanjiannya juga batal. Hal tersebut

karena perjanjian arbitrase memiliki sifat yang independen sehingga merupakan klausla arbitrase yang

terpisah dengan perjanjian pokoknya. Contoh perkara yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkara

No. 590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan perkara No. 328/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Kedua perkara tersebut adalah

perkara yang berjalan bersamaan. Pada perkara No. 590 mengenai perbuatan melawan hukum pihak asing

kepada pihak Indonesia dalam perjanjian, sedangkan dalam perkara No. 328 mengenai permohonan

pembatalan putusan arbirase internasional

......This research discusses the annulment of international arbitration decisions based on the reason that the

agreement does not use Indonesian. This research was conducted using normative juridical methods. In fact,

agreements involving foreign parties and Indonesian parties must be made in Indonesian as well. These

provisions are regulated in Article 31 of Law 24/2009. In this research, we will explain in more detail the

validity of foreign agreements that do not use Indonesian in them and also the effect of using Indonesian in

agreements on the annulment of international arbitration awards. By not using Indonesian in agreements that

bind the parties, there is debate as to whether the agreement is valid or not. The debate in question is

whether the agreement is null and void because it violates the provisions of Article 31 of Law 24/2009 and

the legal conditions for an agreement in Article 1320 of the Civil Code or whether the agreement remains

valid because Indonesian is not included in the provisions of Article 1320 of the Civil Code, thus causing the

agreement to be void. by law. Then, there is an arbitration agreement that follows the main agreement, the

question is whether the arbitration agreement is also null and void and the agreed arbitration forum is not a
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place for dispute resolution. The arbitration agreement should not be null and void because the agreement is

also void. This is because the arbitration agreement has an independent nature so that it is a separate

arbitration clause from the main agreement. The example of the case used in this research is case No.

590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst and case no. 328/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. These two things are things that run

simultaneously. In case no. 590 regarding unlawful acts by foreign parties against Indonesian parties in

agreements, while in case no. 328 regarding requests for annulment of international arbitration decisions.


